
  

 
BUPATI  SIDENRENG  RAPPANG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

 

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
NOMOR 57 TAHUN 2023 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 1822); 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas  Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang  tentang Kebijakan Keuangan Negara 
dan Stabilitas  Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

SALINAN 



  

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambaghan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tenntang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ANggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembnaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6847); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6332); 

 



  

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, 
dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334); 
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja 

Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum 
yang ditentukan Penggunaannya Tahun ANggaran 2023 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1335); 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana BAgi 
Hasil Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1367); 
  18. Peraturan Gubernur Nomor 611/III/Tahun 2023 tentang 

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 
26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2007 Nomor 26); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 
Rappang Tahun 2021 Nomor 1); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 
86 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sidenereng Rappang Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Sideng Rappang Tahun 

2022 Nomor 86); 
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2023,Nomor 2); 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PENJABARAN  PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2023. 

 

 
 
 

 
 

 



  

Pasal  1 
 

  Dalam Peraturan  ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu ) tahun. 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 
kerja Perangkat Daerah. 

10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

priode tahun anggaran yang bersangkutan. 
11. Belanja  Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 
priode tahun anggaran yang bersangkutan. 

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
13. Pinjaman  Daerah  adalah semua transaksi yang 

mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali. 
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah. 

15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

 



  

 
 

 
16. Dana Alakasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 
Daerah  dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan 

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan 
angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi 

ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. 

 
Pasal  2 

S 

 

 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut: 
 

1. Pendapatan 

a  Semula          Rp1.203.437.518.000,00   
b  Bertambah    Rp     15.273.428.000,00              

Jumlah Pendapatan                Rp 1.218.710.946.000,00                                  
setelah Perubahan         

2. Belanja 
a  Semula   Rp1.226.087.518.000,00  
b  Bertambah  Rp     14.850.530.000,00 

Jumlah Pendapatan    Rp1.240.938.048.000,00 
setelah Perubahan     

Surplus (Defisit)  
setelah Perubahan        (Rp22.227.102.000,00)  
 

3. Pembiayaan 

a  Penerimaan 
a  Semula   Rp25.000.000.000,00 
b  (berkurang)  (Rp   522.897.578,00) 

Jumlah Penerimaan   Rp24.477.102.422,00 
setelah Perubahan    

   b Pengeluaran 
a  Semula  Rp2.350.000.000,00 

b  Bertambah/(berkurang)  (Rp    99.999.578,00) 
Jumlah Pengeluaran  
setelah Perubahan   Rp2.250.000.422,00     
 

Pembiayaan neto  

setelah Perubahan  Rp22.227.102.000,00 
 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

setelah Perubahan   Rp0,00 
 

 
 
 

 
 



  

 
 

 
Pasal  3 

 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,  

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia dan/ atau tidak tercukupi anggarannya 
dan/atau pengeluaran melebihi pagu. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 
dan/atau kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 
dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 
 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) 
meliputi : 

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat  dan belanja yang 
bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
Pemeruintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan ; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.  

 
 
 

Pasal  4 
 

S 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini.  
 

 
 

 

Pasal 5 
 

 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
 

 

 Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
 pada tanggal 31 Oktober 2023 
 

 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
 

                                                                                     TTD 
 
  DOLLAH MANDO 

 
 
 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng 

pada tanggal 31 Oktober 2023 
 

         SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 
 

 
                        TTD 

 
                    BASRA 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR 57 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

       Sekretariat Daerah Kabupaten 
           Kepala Bagian Hukum  
 

 
 

 
         A  KAIMAL,SH 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


